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 “Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran” ( QS. Ali Imron:135 ) 
 
“Orang yang arif bijaksana itu suka memaafkan kesalahan orang lain. Karena ia 
insyaf bahwa setiap yang berakal selalu mencari kebenaran. Dan setiap orang 
selalu mencari kebenaran, maka dalam hidup dan kehidupannya pasti ia menemui 
kesulitan. Jika ia menghadapi kesulitan tentu orang lainpun akan demikian juga 



















SKRIPSI INI KU  PERSEMBAHKAN UNTUK : 
 AYAH BUNDA KU TERCINTA  
 KAKAK – KAKAKKU DAN ADIK – ADIKKU  
 KEDUA KEPONAKANKU (YUFIAN, DAN UFA) YANG LUCU - LUCU 
 SAHABAT – SAHABATKU YANG SETIA DALAM SUKA DAN DUKA  
( WAHYU, INDRI, DAN ARIF )  SERTA TEMAN – TEMAN FAKULTAS 












Yoga Ithut Amiyadi, 2010. KEABSAHAN PENOLAKAN TERDAKWA 
UNTUK BERSAKSI DAN BERSUMPAH DI PERSIDANGAN DAN 
RELASINYA DENGAN UPAYA MENJAMIN TERWUJUDNYA ASAS NON 
SELF INCRIMINATION ( ANALISIS TERHADAP PERKARA PEMBUNUHAN 
NASARUDIN ZULKARNAIN ). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan penolakan terdakwa 
untuk bersaksi dan bersumpah di persidangan dan relasinya dengan upaya 
mewujudkan asas non self incrimination  dalam pemeriksaan perkara tindak 
pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta guna melakukan 
penelitian terhadap penerapan pada pasal 50 sampai pasal 68 Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana berkenaan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa 
secara  rinci dan relatif lengkap yang diatur dalam Hukum Acara Pidana di 
Indonesia kaitannya dengan penanganan tindak pidana mengenai peristiwa 
pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen, Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran pada 
hari Sabtu tanggal 14 Maret 2009, yang terjadi setelah korban pulang dari bermain 
golf di lapangan golf Modernland Tanggerang. Kasus tersebut telah menyeret 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar sebagai tersangka 
dan diduga sebagai aktor intelektual. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila 
dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam 
penelitian ini, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 
identifikasi isi data - data sekunder hasil dari studi kepustakaan untuk 
mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti. Berdasarkan dari jenis penelitiannya, maka teknik analisis data yang 
digunakan penulis adalah content analysis atau analisis isi, yaitu berupa teknik 
yang digunakan dengan cara melengkapi analisis dari suatu data sekunder. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa proses 
pembuktian menganut prinsip adanya keharusan menghadirkan saksi-saksi di 
persidangan. Akan tetapi, hal tersebut bukan hal yang mutlak, sehingga 
keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir boleh atau dapat dibacakan di 
persidangan apabila memenuhi salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 162 
(1) KUHAP. Dengan demikian, sebelum membacakan keterangan saksi yang telah 
dibuat dalam BAP penyidikan, harus dicari terlebih dahulu alasan saksi tidak 
menghadiri persidangan apakah alasan itu memenuhi rumusan yang disebutkan 
dalam Pasal 162 (1) KUHAP. Keterangan saksi-saksi yang dibacakan di 
persidangan dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila keterangan sebelumnya di 
proses penyidikan diberikan di bawah sumpah. 
Keyword : Keabsahan penolakan terdakwa untuk bersaksi dengan upaya 




Yoga Ithut Amiyadi, 2010. THE LEGALITY OF THE DEFENDANT’S 
REJECTION TO WITNESS AND BE UNDER OAT IN THE COURT SESSION 
AND ITS RELATION TO THE ASSURING EFFORT OF CREATING NON 
SELF INCRIMINATION PRINCIPLE (AN ANALYSIS OF NASARUDIN 
ZULKARNAIN’S MURDER CASE), Law Faculty of Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
 
This research is purposed to identify the legality of the defendant’s rejection to 
witness and be under oat in the court session and its relation to the assuring effort 
of creating non self incrimination principle to the criminal case investigation in 
south Jakarta district court, and also to do research on the implementation of 
article 50 to 60 of criminal law code which are related to the suspects and 
defendant’s right in detail and complete ruled in Indonesian criminal law code in 
relation to the criminal act of Nasrudin Zulkarnain’s murder, director of Putra 
Rajawali Banjaran, Inc., on Saturday, March 14
th
 2009 which happened after the 
victim played golf in Modernland, Tangerang.  This case has dragged the chief of 
the corruption eradication commission (KPK), Antasari Azhar.  He is suspected as 
the intellectual actor behind this murder case. 
This research is a descriptive research and if it in viewed from its purpose, it can 
be categorized into normative and doctrinal law research. In this research, the 
technique of collecting data is through secondary data identification from 
literature study to collect and arrange the data which are related to the problem of 
the research.  Based on the research type, therefore technique of analysis data 
which is used by researcher is content analysis, namely, a technique which is used 
through completing the analysis from certain secondary data. 
Based on the research, it can be taken a conclusion that the process of giving 
evidence should follow the principle which has a necessity to present the 
witnesses in the court. However, that is not absolute, therefore the witnesses’ 
statements which cannot be presented, can be read in the court if the situation has 
satisfied one of articles in article 162 (1) criminal law code.  Therefore, before 
reading the witnesses’ statements which have been made in police interrogation 
file (BAP), there has to be witness’ reason of why he or she cannot attend in 
which this reason is mentioned in article 162 criminal law code.  The witnesses’ 
statements which are read in the court can be used as legal evidence if the 
previous statements which are in the investigation process have been under oat. 
Keyword : The legality of the defendant’s rejection to witness and be under oat in 
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A. Latar Belakang 
  Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia 
seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, 
dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, 
perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan 
pemberantasan tindak pidana.  
  Bangsa Indonesia kini telah dilanda krisis salah satu contohnya adalah 
krisis kepercayaan yang yang berdampak pada segmen kehidupan berbangsa 
dan bernegara baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, 
perdagangan dan industri. Dalam bidang sosial kita menyaksikan dan 
mengalami bagaimana bangsa ini tengah dilanda krisis kepercayaan terhadap 
lembaga perkawinan, lembaga musyawarah adat, lembaga pemerintah baik 
lembaga eksekutif, yudikatif maupun lembaga legislatif,  lembaga keuangan 
bank dan non bank, lembaga kepartaian, lembaga usaha baik yang bersifat 
publik maupun yang bersifat privat, bahkan terhadap lembaga Negara baik itu 
departemen maupun non departemen. Sebagai contoh kasus atas penjabaran 
diatas penulis mencoba untuk mengangkat topik kasus pembunuhan berencana 
yang diduga langsung melibatkan ketua KPK (Antasari Azhar) serta berbagai 
kasus yang menyertainya. 
  Sebagaimana telah kita ketahui bersama, kasus pembunuhan Direktur 
PT. Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen Iskandar telah membuat 
gempar semua pihak baik dari Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, bahkan 
Para Pejabat Pemerintahan juga turut terperangah dengan ditangkapnya Ketua 
KPK Non aktif Antasari Ashar dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes 
Pol Wiliardi Wizar. Pengungkapan kasus ini berawal dari kesaksian para saksi 
di lokasi penembakan, kemudian polisi menemukan motor Yamaha Scorpio 
yang digunakan pelaku penembakan.   
  Dari tertangkapnya Antasari Azhar, hingga sampai rekayasa kasus 
terhadap Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah hingga melebarnya 
kasus kepada terlibatnya sejumlah pejabat, petinggi, bahkan pengusaha kelas 
kakap yang disertai dengan terkuaknya Mafia kasus yang melibatkan anggota 
Polri hingga kejaksaan yang semakin mempertontonkan kebobrokan hukum di 
Indonesia yang menyebabkan berkembangnya krisis kepercayaan di dalam 
masyarakat terhadap eksistensi hukum di Indonesia serta Lembaga hukum dan 
para aparat penegak hukum. Krisis kepercayaan yang berkembang di 
masyarakat tersebut di atas secara analisis makro bermuara pada satu 
penyebab besar yaitu belum dapat diciptakannya penegakan hukum dan 
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  
  Hukum menjalankan fungsinya di dalam masyarakat selalu diwarnai 
dengan  keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam 
melaksanakan tugasnya yang hal tersebut sudah dimulai sejak peraturan 
hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Berhadapan dengan situasi tersebut, 
apa yang akan dilakukan oleh penegak hukum tergantung dari tanggapan yang 
diberikan terhadap tantangan pada waktu itu. Penegak hukum dapat tetap 
bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam 
peraturan. Agar kasus pembunuhan Nasarudin terungkap dan terselesaikan 
maka haruslah hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi yang 
sedikitnya mencakup 4 faktor ,yaitu : 
1. Hukum atau peraturan itu sendiri; 
2. Petugas yang menegakkannya; 
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum; 
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. 
 (www.enikkirel.multiply) 
  Kaitan yang serasi antara peraturan, petugas, fasilitas dan masyarakat, 
bukanlah satu-satunya masalah yang menyangkut berfungsinya hukum dalam 
masyarakat, rupa-rupanya ada pengaruh lain yang mungkin timbul terhadap 
masing-masing unsur, yaitu pengaruh politik, ekonomi dan sosial yang sangat 
berpengaruh pada berfungsinya hukum dalam masyarakat. Dalam kasus 
pembunuhan Nasarudin saat ini polisi sedang menanganinya lebih lanjut, dan 
sudah tidak bisa lagi bagi mabes polri dan jajarannya yang menyangkut 
kekuasaan dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum untuk setengah-
setengah dalam menangani kasus pembunuhan ini.  
  Penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk 
tindakan korupsi dapat diibaratkan sebagai  pupuk bagi tanaman yang 
menyebabkan semakin berkembang dan meluasnya tindakan yang dinamakan 
korupsi sehingga berakibat korupsi endemis yang tidak terkendali dengan 
tidak atau kurang berfungsinya pengawasan yang menyebabkan  meluasnya 
praktek korupsi di negara-negara yang sedang berkembang yang menimbulkan 
kesan bahwa kata korupsi barangkali merupakan kata yang paling dikutuk 
orang. Bahkan sampai timbul ungkapan bahwa kebanyakan dari negara 
berkembang tersebut,  korupsi merupakan suatu ciri khas yang sukar 
diberantas. Hal tersebut berkaitan dengan pengungkapan kasus pembunuhan 
Nasarudin Zulkarnain yang sangat sulit diungkapkan, karena  dalam faktanya 
banyak diwarnai dengan berbagai macam kasus yang terkait di dalamnya dan 
melibatkan tidak sedikit dari pengusaha kelas kakap hingga aparat penegak 
hukum. 
  Berbagai pendapat dan komentar muncul dimasyarakat berkaitan 
dengan kasus Antasari Azhar. Ada yang berkomentar meragukan kebenaran 
kasus ini, alias ini hanya jebakan untuk ketua KPK, bahkan lebih jauh lagi 
ingin merusak citra lembaga yang selama ini gencar memberantas korupsi 
dengan cara membuat image buruk kepada pimpinan tertingginya, termasuk 
juga ingin merusak kinerja positif pemerintahan SBY dalam pemberantasan 
korupsi dan terakhir menciptakan citra negatif bagi SBY. Pendapat ini wajar, 
mengingat frekwensi KPK dalam pemberantasan korupsi selama 
kepemimpinan Antasari Azhar bisa dikatakan telah berhasil mengungkap 
kasus-kasus korupsi kakap, bahkan telah memenjarakan beberapa pejabat 
negara, baik dilingkungan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sehingga 
wajar apabila banyak yang tidak suka dengan KPK secara institusi maupun 
kepada pimpinannya, dan akhirnya membuat skenario untuk menjebak 
Antasari Azhar. 
  Masalah benar atau tidak keterlibatan Antasari Azhar dalam kasus 
pembunuhan berencana ini, biarlah nanti pengadilan yang membuktikannya. 
Artinya biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, jangan ada 
intervensi dari pihak manapun terhadap kasus ini. Kepada semua pihak 
hendaknya menghormati asas Praduga Tak Bersalah. Jadi jangan memberikan 
komentar, pendapat atau pemberitaan yang sifatnya memvonis bersalah 
sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.  
  Merujuk kepada filosofi dan substansi ketentuan Pasal 28 J UUD 1945, 
justru konsep HAM Indonesia tidak murni menganut paham individualistik 
melainkan paham ”individualistik plus”, dalam arti hak dan kebebasan setiap 
orang dalam bingkai UUD 1945 harus diwujudkan untuk menciptakan 
harmonisasi kehidupan sosial, selain  semata-mata demi dan hanya untuk 
kepentingan melindungi hak-hak individu. Dalam konteks UUD 1945, di 
dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kesemua itu harus ditujukan 
semata-mata untuk menciptakan kesejahteraan sosial bersama atau 
kesejahteraan sosial secara umum, bukan semata-mata untuk individu atau 
pribadi.  
  Pemikiran asas praduga tak bersalah, dan asas non self incrimination 
yang kaitannya dengan hak-hak dari terdakwa. Berangkat dari analisis hukum 
atas konsep pemikiran tentang prinsip ”praduga tak bersalah” tersebut, maka 
sepatutnya asas  ”praduga tak bersalah”, dalam konteks kehidupan hukum 
masyarakat Indonesia, ditafsirkan secara proporsional dan selaras dengan 
perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang 
telah bergeser dari paradigma lama.  
  Asas - asas hukum yang bersifat mendasar dan universal yang dianut 
sistem peradilan pidana kita (KUHAP) diterjemahkan dengan praperadilan 
dan Miranda Rule yang merupakan judge-made-law (hakim membentuk 
pearaturan) dari Mahkamah Agung yang secara eksplisit telah menjadi bagian 
kaedah yang operasional dalam KUHAP. Misalnya Pasal 77-83 tentang 
praperadilan, Pasal 50-68 tentang tersangka dan terdakwa, serta Pasal 69-74 
tentang bantuan hukum. Dalam peraturan pelaksanaan KUHAP itu bahkan 
dikatakan, The International Bill of Human Rights dapat digunakan untuk 
mengukur nilai Hukum Acara Pidana Baru. Dalam pembahasan ini Penulis 
hendak membicarakan bagaimana letak dan eksistensi kedudukan salah satu 
asas yang aktual dan relevan dengan perhatian kita dalam penuntasan kasus 
pembunuhan oleh mantan ketua KPK antasari, yakni asas non-self 
incrimination, yang dapat dihubungkan dengan hak – hak yang dapat 
diperoleh oleh tersangka atau terdakwa. Asas ini sangat penting karena proses 
penegakan hukum di satu sisi harus dihindari dari kemungkinan kesewenang-
wenangan dan karena itu harus menghormati asas praduga tak bersalah demi 
melindungi hak – hak yang diperoleh tersangka dan terdakwa yang terdapat di 
dalam pasal 50 sampai pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 
  Bahwasannya yang ingin dicapai dan atau ditegakkan di dalam Pasal 56 
ayat (1) tentang KUHAP adalah agar terjamin pemeriksaan yang fair dan 
manusiawi terhadap diri Tersangka atau Terdakwa, sebab dengan hadirnya 
Penasihat Hukum untuk mendampingi , membela hak-hak hukum bagi 
tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di 
pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses 
pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang 
dilakukan penegak hukum dalam proses peradilan yang mengakibatkan 
terjadinya pelanggaran HAM atau Hak Asasi Manusia (Pasal 33, Pasal 3 ayat 
(2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. 
  Sedangkan asas non-self incrimination itu sendiri adalah suatu hal yang 
tidak diperbolehkan dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana. Hal itu 
dapat berupa tindakan atau pernyataan yang diambil atau berasal dari 
seseorang sehingga dengan tindakan atau pernyataan itu dirinya menjadi in a 
crime (kriminalitas). Seseorang yang menjadi tertuduh tidak dapat dipaksa 
membantu kewajiban negara. Karena ini adalah hukum, tidak ada relevansinya 
dengan mengatakan, misalnya, tidak taat hukum. Karena peradilan pidana kita 
menganut sistem akusatorial, bukan lagi inkuisitorial, sehingga suatu 
pemaksaan atau compulsory self-incrimination (wajib memberatkan diri) 
adalah hal yang bertentangan dengan prinsip yang paling dasar dari peradilan 
pidana itu. 
  Lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam 
menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan 
penegakkan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan 
wewenang, maka harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban 
hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan Udang – Undang Dasar 1945 dan 
mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta 
wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Dalam hal menentukan setiap dakwaan yang ditujukan 
padanya, setiap orang berhak “untuk tidak dipaksa untuk memberikan 
keterangan yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah” 
Prinsip ini dalam KUHAP tercermin secara parsial melalui beberapa pasal 
yaitu Pasal 66 KUHAP bahwa tidak ada beban kewajiban pembuktian bagi 
Tersangka. Beban pembuktian menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum, 
Pasal 189 ayat (3) bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan 
bagi dirinya sendiri. Dan tidak adanya pengakuan terdakwa sebagai alat bukti 
yang sah dalam Pasal 184 KUHAP.  
Penegasan asas Non-Self Incrimination ini ditegaskan oleh Mahkamah 
Agung dalam Putusan Kasasi Nomor. 429 K/Pid/1995, Putusan Mahkamah 
Agung Nomor. 381 K/Pid/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1590 
K/Pid/1994, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1592 K/Pid/1994, Putusan 
Mahkamah Agung Nomor.1174 K/Pid/1994 dan Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 1706 K/Pid/1994, yang menyatakan: Bahwa putusan judex factie  
menyimpang dari ketentuan ketentuan hukum positif, dalam perkara pidana 
yang dicari kebenaran materiil bukanlah kebenaran formil. Di dalam memutus 
perkara pidana harus dihindari jalan pikiran dan penelahan secara formalistic 
legal thinking (pikiran hukum secara formal), sehingga judex factie dalam 
memberikan putusannya harus dan wajib mengikuti penalaran yang tidak saja 
terdapat dalam persidangan, tetapi harus menggali dan menemukan ratio-ratio 
yang berkembang dan mengiringi perkara yang irasional, agar terhindar dari 
peradilan yang keliru, karena konstruksi perkara yang didakwakan.  
  Bahkan dalam meminta satu jawaban yang akan dikait-kaitkan dengan 
bukti lain karena bertentangan dengan asas non-self incrimination itu, karena 
secara operasional terelaborasi dalam pasal-pasal KUHAP. Pertama, 
tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Bahkan, ia 
tidak boleh menjawab dalam proses pemeriksaan hanya diingatkan kalau hal 
itu terjadi, lalu pemeriksaan diteruskan. Kedua, tersangka/terdakwa berhak 
memberikan keterangan secara bebas. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak 
boleh diajukan. Hal ini dilarang dengan tujuan agar pemeriksaan itu mencapai 
hasil yang tidak menyimpang dari apa yang sebenarnya, sekaligus menjauhkan 
dari rasa takut. Karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan 
terhadap tersangka atau terdakwa. Ketiga, pengakuan tersangka atau terdakwa 
bukanlah merupakan alat bukti. 
  Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelitinya dan 
menyusunnya dalam skripsi dengan judul “KEABSAHAN PENOLAKAN 
TERDAKWA UNTUK BERSAKSI DAN BERSUMPAH DI 
PERSIDANGAN DAN RELASINYA DENGAN UPAYA MENJAMIN 
TERWUJUDNYA ASAS NON SELF INCRIMINATION (ANALISIS 
TERHADAP PERKARA PEMBUNUHAN NASARUDIN 
ZULKARNAIN)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
  Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan 
konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka 
diperlukan suatu pembatasan masalah. Dan untuk memudahkan dalam 
penyusunan dan pencarian data guna menghasilkan sebuah penelitian yang 
baik dan menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam 
penulisan, maka perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan 
sistematis yang merupakan pembatasan masalah yang akan dibahas. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam 
penelitian sebagai berikut:  
1. Bagaimana keabsahan penolakan terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah 
di persidangan ? 
2. Bagaimana penolakan terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah di 
persidangan kaitanya dalam mewujudkan asa non self incrimination ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
  Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh 
peneliti. Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan 
sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan objektif 
a. Untuk mengetahui keabsahan alasan penolakan terdakwa dan relasinya 
untuk bersaksi dan bersumpah di persidangan merupakan upaya  
menjamin terwujudnya asas non self incrimination dalam  kaitannya 
mengenai kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. 
b. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai asas non self incrimination 
dan implikasi terhadap asas tersebut. 
2. Tujuan subjektif 
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan 
penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis 
guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret; 
b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman 
aspek hukum dalam teori maupun aspek lapangan; 
c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis 
peroleh agar dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya 
dan masyarakat pada umumnya.  
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis 
a. Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai keabsahan penoakan 
terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah di persidangan 
b. Mengetahui deskripsi proyeksi upaya menjamin asas non self 
incrimination atas kesaksian atau sumpah dari terdakwa dalam hal  
mengenai kasus pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen.  
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok bahasan 
dalam penelitian 
b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir 
dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis 
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
c. Dari hasil penelitian ini, akan menambah pengetahuan kita sejauh 
mana proses peradilan berjalan dengan semestinya sesuai aturan atau 
peraturan yang ada. 
 
E. Metode Penelitian 
   Dalam penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, 
sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara 
tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum 
tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan 
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian 
mengadakan suatu pemecahan atas permasalahan – permasalahan yang timbul 
di dalam gejala yang bersangkutan. 
  Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian 
sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, 
dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan 
masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, 
penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian 
doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier sebagai data utama, dimana peneliti tidak perlu 
mencari data langsung ke lapangan. 
 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud 
untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan 
gejala tertentu. “Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data 
yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.  
Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini 
dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang 
berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian 
dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, 
Penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang 
keabsahan penolakan terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah di 
persidangan dengan relasinya dalam upaya mewujudkan asas self 
incrimination. 
 
3. Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa 
keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi 
kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, Peraturan 
Kehakiman, dan peraturan perundangan lain yang terkait, yurisprudensi, 
arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti berkas 
berkas acara persidangan, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber 
tertulis lainnya,buku-buku, literatur, dokumen resmi, hasil penelitian yang 
berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian 
ini. Karena penelitian ini lebih bersifat penelitian hukum normatif, maka 
lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder sedangkan data 
primer lebih bersifat sebagai penunjang. 
 
4. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat data suatu penelitian yang dapat 
diperoleh dan yang akan digunakan dalam penelitian normatif yaitu 
sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat 
berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip dan literatur yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan 
dalam penelitian ini meliputi: 
a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat dan terdiri dari kaidah dasar (Soerjono Soekanto dan Sri 
Mamudji, 2006:13). 
1) KUHAP. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman. 
4) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan. 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah dan internet yang 
berkaitan dengan penelitian asas – asas dalam Hukum Acara Pidana 
kaitannya dengan Self Incrimination. 
 
5. Teknik Pengumpulan Data. 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 
ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis 
mengumpulkan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah 
yang akan diteliti yang digolongkan sesuai dengan katalogisasi. 
Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan 
selanjutnya dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan 
penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis 
dalam penelitian ini adalah: Studi dokumen atau bahan pustaka yaitu 
pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari 
peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen 
resmi, serta pengumpulan data melalui media internet. 
 
6. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yang digunakan 
adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses pengorganisasian 
dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan 
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data (Lexi J. Moleong). Teknik analisis data adalah suatu 
uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan 
data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya 
dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Tahap ini 
dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yaitu untuk mendapatkan 
jawaban dari penelitian yang diteliti.  Model analisis kualitatif yang 
digunakan adalah model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis) 
yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yaitu reduksi 
data, sajian data dan kemudian penarikan kesimpulan (verifikasi). Selain 
itu dilakukan pula suatu proses antara tahap-tahap tersebut sehingga data 












Gambar 1. Skema Model Analisis Data 
 
F. Sitematika Skripsi 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika 
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum 
maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika 
penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam 
sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap 
keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini 
adalah sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar 
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, 
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai dua hal yaitu, yang 
pertama adalah kerangka teori yang melandasi penelitian serta 
mendukung didalam memecahkan masalah yang diangkat dalam 
penulisan hukum ini, yang meliputi: Pertama ; Tinjauan Umum 
mengenai Asas – asas Hukum Acara Pidana; meliputi asas – asas 
umum, asas – asas khusus. Kedua; Tinjauan Umum Tentang Hak 
– Hak Terdakwa. Ketiga; Tinjauan Yuridis Tentang Asas Self 
Incrimination. Kedua adalah mengenai kerangka pemikiran. 
 
Pengumpulan data 
Reduksi Data Penyajian data 
Penarikan Kesimpulan 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini diuraikan hasil dari penelitian dan pembahasan, 
yang berupa keabsahan penolakan terdakwa untuk bersaksi dan 
bersumpah di Persidangan dan relasinya dengan upaya menjamin 
terwujudnya asas self incrimination  kaitannya dalam hal hak- 
hak yang diperoleh terdakwa dalam penyelidikan tindak pidana 
(Analisis terhadap perkara pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen)) 
BAB IV : PENUTUP 
Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang 
simpulan dari pembahasan dan jawaban atas rumusan 
permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan 
atas permasalahan yang diteliti. 
    DAFTAR PUSTAKA 



















A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Asas – asas Hukum Acara Pidana 
Asas-asas yang berlaku dalam Hukum cara Pidana ada yang 
bersifat umum dan bersifat Khusus. yang bersifat umum berlaku pada 
seluruh kegiatan peradilan sedangkan yang bersifat khusus berlaku hanya 
didalam persidangan saja. 
a. Asas-asas umum 
1) Asas Kebenaran Materiil 
 bahwa pada pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan 
kepada penemuan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang 
sungguh sungguh sesuai dengan kenyataan. Prinsip ini terlihat 
dalam proses persidangan, bahwa walaupun pelaku sudah 
mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan 
untuk menjatuhkan putusan bersalah. 
2) Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya murah. 
 Peradilan cepat artinya. dalam melaksanakan peradilan diharapkan 
dapat diselenggarakann sesederhana mungkin dan dalam waktu 
yang sesingkat-singktnya. Sederhana mengandung arti bahwa agar 
dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara simple 
singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti, 
penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupaagar terjangkau 
bagi pencari keadilan hal ini ada didalam Undang-undang Nomor 4 
tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2). 
3) Asas Praduga Tak Bersalah (Presumtion of innocence)  
Asas praduga tak bersalah ini menghendaki agar setiap orang yang 
terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah 
sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 
pada semua tingkatan berlaku hal yang sama, implementasinya 
dapat ditunjukan ketika tersangka dihdirkan disidang pengadilan 
dilakukan dengan tidak diborgol,prinsip ini dipatuhi karena telah 
tertunag dalam UU No. 4 tahun 2004 pasal 8 yang mengatkan “ 
setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dn 
dihadapkan didepan pengadilan wjib dianggap tidak bersalah 
sebelum ad putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 
4) Asas Inquisitoir dan Accusatoir 
asas Inquisitoir adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap 
pemeriksan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. 
asas ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa 
memperoleh hak sama sekali. seperti Bantuan hukum dan ketemu 
dengan keluarganya. Asas accusatoir menunjukkan bahwa seorang 
tersangka/tersangka yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi 
sebagai subyek. asas ini memperlihatkan pemerinsaan dilakukan 
secara terbuka untuk umum. dimana setiap orang dapat 
menghadirinya.  
5) Asas Legalitas dan asas oportunitas 
Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut 
umum wajib menuntut semua perkara pidana apabila cukup bukti 
tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya. 
6) Asas oportunitas 
adalah wewenang Jaksa Agung untuk menyampaikan perkara 
dengan alasan kepentingan umum. Inilah yang dianut Indonesia  
b. Asas-asas khusus 
Asas khusus ini hanya berlaku didalam persidangan saja. asas-asas 
yang dimaksud adalah:  
1) Asas sidang terbuka untuk umum 
Maksud dari asas ini adlh bahwa dalam setiap persidangan harus 
dilakukan dengan terbuka untuk umum artinya siapa saja bisa 
menyaksikan, namun dalam hal ini ada pengecualianyya yaitu 
dalam hal kasus-kasus kesusilaan dan kasus yang terdakwanya 
adalah ank dibawah umur. dalam hl ini dapat dilihat dalam pasal 
153 (3 dan 4) KUHAP yang mengatakan “ untuk keperluan 
pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dn menytakan 
terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan 
tau terdakwanya nk-anak”.“Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2) 
dan ayat (3) mengakibatkan putusan batal demi hukum”. 
2) Peradilan dilakukan oleh hakim oleh karena jabatannya. 
asas ini menghendaki bahwa tidak ada sutu jabatan yang berhak 
untuk melakukan peradilanatau pemeriksaan hingga mengambil 
putusan kecuali hanya diberikan pada hakim. 
3) Asas Pemeriksaan langsung 
Prinsip ini menghendaki agar pemeriksaan yang dilakukan itu harus 
menghadapkan terdakw didepan sidang pengadilan, termasuk pula 
menghdapkan seluruh saksi-saksi yang ditunjuk. langsung artinya 
hakim dan terdakwa ataupun para saksi berada dalam sidang yang 
tidak dibatasi oleh suatu tabir apapun. 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Penerapam Hak-hak Terdakwa atau Tersangka 
Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana 
a. Pengertian Tersangka atau Terdakwa. 
Tersangka, menurut pasal 1 ayat 4 KUHAP adalah seseorang 
yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti 
permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka 
belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak (presumption of 
innocence) azas praduga tak bersalah. Terdakwa, menurut pasal 1 ayat 
5 KUHAP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan 
diadili dipersidangan pengadilan. Terpidana adalah yang dijatuhi 
hukuman oleh Pengadilan pidana. Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP 
terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 
pengadilan. Terdakwa adalah orang yang karena perbuatan atau 
keadaannya berdasarkan alat bukti minimal didakwa melakukan tindak 
pidana kemudian dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan 
(Adnan Paslyadja, 1997: 69). Terdakwa adalah seseorang yang diduga 
telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk 
dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.  
Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur 
dari terdakwa adalah:  
1) Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana; 
2) Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan 
sidang pengadilan; 
3) Atau orang yang sedang dituntut, ataupun 
4) Sedang diadili di sidang pengadilan  
 (Darwan Prinst, 1998: 14-15).  
b. Pengertian Alat Bukti Keterangan Terdakwa 
Keterangan terdakwa menurut KUHAP dalam Pasal 184 butir 
e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa 
yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan 
atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara 
Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan 
ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap 
dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para 
saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas 
pertanyaan hakim, jaksa penuntut  umum ataupun dari penasihat 
hukum. 
Alat bukti keterangan terdakwa diatur secara tegas oleh Pasal 
189 KUHAP, sebagai berikut: 
1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau 
ia alami sendiri. 
2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat 
digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan 
keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang 
mengenai hal yang didakwakan kepadanya. 
3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya 
sendiri. 
4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, keterangan 
terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan 
tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami 
sendiri. Sehingga secara garis besar keterangan terdakwa adalah: 
1) apa yang terdakwa "nyatakan" atau "jelaskan" di sidang 
pengadilan, 
2) dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan 
yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang 
berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam 
peristiwa pidana yang sedang diperiksa.(M. Yahya Harahap, 2003: 
319). 
Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa syarat sah keterangan terdakwa harus meliputi: 
1) Apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan. 
2) Pernyataan terdakwa meliputi: 
 Yang terdakwa lakukan sendiri, 
 Yang terdakwa ketahui sendiri, 
 Yang terdakwa alami sendiri.  
Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencantumkan keterangan 
terdakwa sebagai alat bukti yang kelima atau terakhir setelah alat bukti 
petunjuk. Hal ini berbeda dengan HIR yang menempatkan keterangan 
terdakwa pada urutan ketiga di atas petunjuk, hanya saja dalam HIR 
"keterangan terdakwa" seperti dimuat pada Pasal 184 ayat (1) c 
KUHAP, menurut Pasal 295 butir 3 HIR disebut "pengakuan 
tertuduh".  
Perbedaan kedua istilah ini bila ditinjau dari segi yuridis, 
terletak pada pengertian "keterangan terdakwa" yang sedikit lebih luas 
dari istilah "pengakuan tertuduh", karena pada istilah "keterangan 
terdakwa" sekaligus meliputi "pengakuan" dan "pengingkaran", 
sedangkan dalam istilah "pengakuan tertuduh", hanya terbatas pada 
pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian 
pengingkaran (M. Yahya Harahap, 2003: 318).  
Sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan 
terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk 
pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah 
itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari 
perbuatan atau keadaan (Andi Hamzah, 2002: 273). 
Sedangkan alasan ditempatkannya keterangan terdakwa pada 
urutan ketiga diatas petunjuk dalam HIR, karena suatu petunjuk dapat 
diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian 
petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa 
terdakwa (Adnan Paslyadja, 1997: 69). 
c. Asas Penilaian Keterangan Terdakwa 
Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa dinilai 
sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana 
keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut 
undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, 
antara lain: 
1) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan 
Keterangan yang diberikan di persidangan adalah 
pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh 
terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban 
terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan 
penuntut umum atau penasihat hukum. 
2) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami 
sendiri 
Pernyataan terdakwa meliputi: 
a) Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan sendiri, Terdakwa 
sendirilah yang melakukan perbuatan itu, dan bukan orang lain 
selain terdakwa. 
b) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa, Terdakwa 
sendirilah yang mengetahui kejadian itu. Mengetahui disini 
berarti ia tahu tentang cara melakukan perbuatan itu atau 
bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Bukan berarti 
mengetahui dalam arti keilmuan yang bersifat pendapat, tetapi 
semata-mata pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana 
yang didakwakan kepadanya. 
c) Tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, Terdakwa 
sendirilah yang mengalami kejadian itu, yaitu pengalaman 
dalam hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan. 
Namun apabila terdakwa menyangkal mengalami kejadian itu, 
maka penyangkalan demikian tetap merupakan keterangan 
terdakwa. 
d) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap 
dirinya sendiri, Menurut asas ini, apa yang diterangkan 
seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai 
terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti 
terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa 
terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan 
terdakwa hanya mengikat kepada dirinya sendiri. Dengan kata 
lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat 
bukti bagi terdakwa lainnya.(M. Yahya Harahap, 2003 : 320 - 
321).  
e) Keterangan Terdakwa Saja Tidak Cukup Membuktikan 
Kesalahannya, Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4); 
"Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan 
bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang 
lain".Pada hakikatnya asas ini hanya merupakan penegasan 
kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam 
Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP telah menentukan asas 
pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana 
terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat 
dibuktikan; “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah”   (M. Yahya Harahap, 2003: 322).  
f) Keterangan Terdakwa di Luar Sidang (The Confession Outside 
the Court), Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau 
tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah bahwa 
keterangan itu harus diberikan di sidang pengadilan. Dengan 
asas ini dapat disimpulkan, bahwa keterangan terdakwa yang 
dinyatakan di luar sidang pengadilan sama sekali tidak 
mempunyai nilai sebagai alat bukti sah. Walaupun keterangan 
terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan tidak dapat 
dijadikan sebagai alat bukti, namun menurut ketentuan Pasal 
189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di 
luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan 
alat bukti di sidang pengadilan, dengan syarat keterangan di 
luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan 
keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai 
hal yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 
2003: 323).  
Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai 
keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah: 
(1) Keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, 
(2) Dan keterangan itu itu dicatat dalam berita acara 
penyidikan, 
(3) Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh 
pejabat penyidik dan terdakwa. 
Kualifikasi di atas sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) 
huruf a jo. Ayat (3) kUHAP. 
g) Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat 
menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki 
nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. 
Namun demikian, keterangan terdakwa tetap memiliki 
pengaruh terhadap proses persidangan. Adapun nilai kekuatan 
pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
(1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas  
Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang 
terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dan hakim 
bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam 
keterangan terdakwa. Hakim dapat menerima atau 
menyingkirkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti 
dengan jalan mengemukakan alasan-alasan disertai dengan 
argumentasi yang proporsional dan akomodatif. 
(2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian 
Sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) yang 
menyebutkan, "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 
didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan 
alat bukti yang lain". Dari ketentuan ini jelas dapat disimak 
keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa 
dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, 
sehingga mempunyai nilai pembuktian yang cukup.  
Penegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, sejalan dan 
mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur 
dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan, bahwa tidak 
seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika 
kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat 
dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 
sah. 
(3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim 
Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai 
dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih perlu 
dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa memang 
terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus 
melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan 
sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu 
"pembuktian menurut undang-undang secara negatif". 
Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian 
dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang 
cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim 
bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana 
yang didakwakan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2003: 
332-333). 
Ketentuan yang terkait dengan nilai kekuatan 
pembuktian keterangan terdakwa sebagaimana yang 
diutarakan di atas masih dapat ditambah dengan rumusan 
sebagai berikut: 
(a) Keterangan terdakwa yang diberikan di sidang 
pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia 
ketahui sendiri atau alami sendiri, merupakan alat bukti 
keterangan terdakwa yang sah menurut undang-undang. 
(b) Keterangan terdakwa sekalipun bersifat pengakuan atas 
perbuatan pidana yang didakwakan, tetapi tidak 
didukung dengan alat bukti sah lainnya, tidak cukup 
untuk menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan 
perbuatan yang didakwakan karena tidak memenuhi 
batas minimumnya pembuktian. 
(c) Penyangkalan terdakwa yang melalui alat bukti lain 
dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat diterima 
sebagai alat bukti petunjuk. 
(d) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang 
mengenai hal yang didakwakan sepanjang bersesuaian 
dengan alat bukti sah lainnya dapat berupa alat bukti 
petunjuk, setidak-tidaknya dapat digunakan untuk 
membantu menemukan bukti di sidang. 
 
3. Tinjauan Umum tentang hak – hak terdakwa 
Hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 
50 sampai dengan Pasal 68. Berbagai aspek dari hak  seorang  tersangka 
dan  terdakwa dilindungi oleh KUHAP, yang diantaranya adalah :  
a. Hak  untuk  segera  diperiksa,  diajukan  ke  pengadilan  dan  diadili 
(Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)  
b. Hak  untuk  mengetahui  dengan  jelas  dan  bahasa  yang  dimengerti 
olehnya  tentang  apa  yang  disangkakan  dan  apa  yang  didakwakan 
(Pasal 51 butir a dan b)  
c. Hak  untuk memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  penyidik 
dan hakim (pasal 52)  
d. Hak untuk mendapat juru bahasa/penterjemah (Pasal 53 ayat (1)  
e. Hak  untuk  mendapat  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat 
pemeriksaan (pasal 54)  
f. Hak  untuk  mendapat  nasihat  hukum  dari  penasihat  hukum  yang 
ditunjuk  oleh pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat 
pemeriksaan  bagi  tersangka  atau  terdakwa  yang  diancam  pidana 
mati dengan biaya Cuma - Cuma (Pasal 56)  
g. Hak  tersangka  atau  terdakwa  yang  berkebangsaan  asing  untuk 
menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 
ayat (2)  
h. Hak untuk menghubungi dokter bagi  tersangka atau terdakwa yang 
ditahan (pasal 58)  
i. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang  lain  yang 
serumah  dengan  Tersangka/Terdakwa  yang  ditahan  untuk mendapat 
bantuan hukum atau  jaminan bagi penangguhannya dan hak  untuk  
berhubungan  dengan  keluarga  dengan  maksud  yang sama diatas 
(Pasal 59 dan 60)  
j.  Hak untuk dikunjungi  sanak keluarga  yang  tidak ada hubungannya 
dengan perkara  tersangka/terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan 
atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)  
k. Hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk  berhubungan  surat  menyurat 
dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)  
l.  Hak  tersangka  atau  terdakwa  untuk  menghubungi  dan  menerima 
kunjungan rohaniawan (Pasal 63)  
m. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli (pasal 
65)  
n.  Hak  tersangka atau  terdakwa untuk menuntut ganti kerugian  (Pasal 
68) 
 
4. Tinjauan Mengenai Asas Non Self Incrimination 
Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal di 
dalam sistem hukum Common Law, khususnya di Inggeris, dalam Bill of 
Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran 
individualistik –liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 
19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice 
system/cjs) berdasarkan sistem hukum Common Law ( sistem 
adversarial/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama 
untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan 
tidak memihak (due process of law). Asas praduga tak bersalah merupakan 
bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip due process tsb. Friedman(1994) 
menegaskan bahwa, prinsip ”due process” yang telah melembaga dalam 
proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga 
di dalam seluruh bidang kehidupan sosial.  
Di sektor kesehatan dan ketenaga kerjaan, jika distribusi hak rakyat 
atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut 
sebagai melanggar prinsip ”due process of law”. Bahkan, prinsip tsb telah 
menjadi bagian dari ”budaya (masyarakat) yang telah mengalami 
perubahan cepat sesuai dengan perubahan masyarakatnya dan 
perkembangan internasional yang terjadi sejak pertengahan abad 19 
sampai saat ini. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka 
kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak 
memberikan keterangan yang akan memberatkan atau merugikan dirinya 
di muka persidangan (the right of non-self incrimination), dan untuk tidak 
memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses 
persidangan ( the right to remain silent). 
Di dalam hukum acara pidana, kepada tersangka atau terdakwa hak 
seperti itu dijamin dan dilindungi sedemikian rupa sehingga jika penyidik 
memaksa keterangan dari tersangka atau terdakwa, maka tersangka atau 
terdakwa diberikan hak untuk mengajukan ”review” kepada ”examining 
judges” untuk memeriksa kebenaran ”review” dari tersangka atau 
terdakwa ybs. Kita apresiasi tim perancang RUU KUHAP (2007), di 
bawah pimpinan Prof. Andi Hamzah, yang telah memasukan ketentuan 
mengenai ”hakim komisaris” atau semacam ”examining judges” di dalam 
sistem hukum acara pidana, yang bertugas mengawasi dan memeriksa 
penyalahgunaan wewenang (abuse of power) penyidik dalam menjalankan 
tugasnya. 
Begitu pula, dimasukkan ketentuan di mana penuntut umum 
memiliki wewenang koordinatif dan supervisi terhadap proses penyidikan 
oleh penyidik kepolisian; akan tetapi, di dalam sistem hukum acara pidana, 
juga para pihak penuntut umum, wajib meminta pertimbangan ”examining 
judges” untuk memeriksa apakah kasus pidana tertentu yang bersifat berat, 
sudah memenuhi persyaratan bukti yang kuat untuk diajukan kemuka 
persidangan. 
Hakikat pembuktian dalam hukum pidana dapat dikatakan 
pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan 
tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian dilakukan melalui 
proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat 
dijatuhkan pidana (veroordeling) karena hasil persidangan terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa 
dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) karena tidak terbukti melakukan 
tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van 
alle rechtsvervolging) karena apa yang didakwakan terbukti akan tetapi 
perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara 
sederhana dapat dikatakan ada anasir erat antara asas-asas hukum pidana 
dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana 
(Formeel Strafrecht / Strafprocesrecht).  
 





























Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran 
 
 












Penolakan terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah 
di persidangan 
Asas non self incrimination 
Keterangan Kerangka Pemikiran 
Dalam hukum acara pidana memuat mengenai peraturan 
pelaksanaan tata cara peradilan umum, artinya peradilan umum 
dilaksanakan menurut peraturan dan cara–cara yang ditentukan dalam 
undang–undang hukum acara pidana serta berisi mengenai ketentuan–
ketentuan dalam hukum pidana Indonesia, yaitu dari proses penyidikan, 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, 
penetapan tersangka atau terdakwa yang kesemuanya akan di gabungkan 
menjadi satu sesuai dengan urutan waktu terjadinya tindakan tersebut 
dalam satu berkas berita acara (BAP). Kemudian berlanjut ke dalam proses 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal ini penulis 
hanya akan mengangkat mengenai alat bukti di persidangan yang berupa 
keterangan dari tersangka atau terdakwa dimana dalam hal ini tersangka 
atau terdakwa menolak untuk bersaksi dan bersumpah di dalam 
persidangan dengan relasinya mewujudkan asas non self incrimination, 
dalam kasus pembunuhan direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasarudin 
Zulkarnain oleh mantan Ketua KPK Non Aktif yang di duga telah 
melanggar pasal 340 KUHP dengan mengacu pada sistim pembuktian. 
Sebanyak lima eksekutor menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan ini. 
Mereka adalah Edo, Daniel, Fransiskus, Hendrikus dan Heri Santosa. Edo 
berperan sebagai pemberi order, Hendrikus sebagai penerima order, 
Fransiskus sebagai pemantau keadaan saat penembakan serta observasi 
kegiatan korban, Daniel sebagai penembak, dan Heri sebagai pengendara 
sepeda motor penembak. Kasus pembunuhan ini juga menyeret sejumlah 
nama pejabat seperti mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
Antasari Azhar, mantan Kapolres Jakarta Selatan Williardi Wizar, dan dua 
pengusaha yaitu Sigid Haryo Wibisono, dan Jerry Hermawan. Dalam 
kasus ini hakim yang diketuai M Asnun memaksa para saksi mahkota 
untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara pidana 
rencana pembunuhan berencana atas Nasrudin Zulkarnaen. Saksi mahkota 
menyatakan menolak memberikan keterangan atas perkara yang 
dituduhkan kepada mereka dan  mencabut berita acara pemeriksaan yang 
dibuat penyidik dari kepolisian, empat saksi mahkota yang dihadirkan 
tersebut adalah Heri Santosa, Fransiskus Tadon Keran, Hendrikus Kia 
Walen, dan Eduardus Ndopo Mbete dengan alasan pencabutan karena 
sama-sama menjadi terdakwa. Berdasarkan pasal 168 KUHAP saksi yang 
berhak menolak untuk memberikan keterangan di persidangan adalah 
keluarga, akan tetapi dalam pasal tersebut juga diatur mengenai terdakwa 
yang dijadikan sebagai saksi jg berhak untuk menolak memberikan 
keterangannya.Namun fakta yang terjadi disini hakim memutuskan untuk 
membacakan satu per satu isi BAP dari ke empat (4) terdakwa tersebut. 
Sehingga dalam hal ini Hakim telah memaksakan saksi mahkota bersaksi 
dengan cara menanggapi satu per satu isi BAP yang artinya Hakim disini 
telah melakukan  pemaksaan secara tidak langsung padahal keempat saksi 
telah menolak secara tegas untuk tidak mau disumpah dan bersaksi di 
persidangan. Ini berarti Hakim telah melanggar Hak-hak yang dimiliki 
oleh tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam asas praduga tidak 
bersalah ataupun asas non self incrimination dimana tersangka atau 
terdakwa berhak untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri dalam kasus ini. 
Salah satu bentuk dari adanya asas praduga tidak bersalah tersebut maka 
terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak 
dibebani dengan kewajiban pembuktian. Hal tersebut merupakan bentuk 
hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan 
akusator dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam 
pemeriksaan maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk 
melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan 
kepada dirinya termasuk dalam hal tidak mempersalahkan dirinya sendiri 
(non self incrimination). Oleh karena itu, apabila ditinjau dari perspektif 
yuridis maka dalam perihal pembuktian tersebut tentunya harus berisi 
ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara 
pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara 
sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa. Sebagian pihak 
berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena 
bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian 
berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena 
bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan 
perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. KEABSAHAN PENOLAKAN TERDAKWA UNTUK BERSAKSI DAN 
BERSUMPAH DI PERSIDANGAN. 
Pada bab ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh selama 
melakukan penelitian, data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan 
analisa kasus yang telah menjadi berkas perkara. Berkas perkara disini yang 
dipelajari adalah berkas perkara pembunuhan yang telah diajukan ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar telah 
menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali 
Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Antasari Azhar dituntut hukuman mati 
dalam persidangan tersebut.  
Perkara kasus pembunuhan direktur utama PT. Putra Rajawali 
Banjaran, Nasruddin Zulkarnaen pada akhir tahun 2008, tanggal 1 Mei 2009 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dicekal (cegah 
tangkal) oleh karena dalam waktu singkat polisi telah berhasil mengungkap 
tabir di balik kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran 
Nasrudin Zulkarnaen Iskandar. Pengungkapan kasus ini berawal dari 
kesaksian para saksi di lokasi penembakan, kemudian polisi menemukan 
motor Yamaha Scorpio yang digunakan pelaku penembakan. Setelah itu, 
polisi kemudian menangkap Heri Santosa, pengemudi Yamaha Scorpio itu 
di kawasan Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari pengakuan Heri, 
kemudian nama para tersangka lainnya terungkap. Kombes Pol Wiliardi 
Wizar dan Komisaris PT Pers Indonesia Merdeka (PIM) Sigid Haryo 
Wibisnono kemudian juga ditangkap.  
Dari hasil olah TKP (tempat kejadian perkara) yang dilakukan Tim 
Labfor Mabes Polri dan hasil analisa dari keterangan saksi yang ada di TKP 
diperoleh informasi bahwa pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha 
Scorpio warna biru dan dibuatkan sketsa wajah pelaku dari keterangan saksi 
Sarwin yang berada di dekat TKP. Sarwin merupakan saksi yang saat 
kejadian penembakan, berada hanya 5 meter dari mobil Nasrudin. 
Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi adanya 
seseorang yang memiliki kendaraan roda dua dengan ciri-ciri seperti yang 
ada di TKP dengan pemilik bernama Heri Santosa, beralamat di Menteng 
Atas Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.  
Setelah dilakukan pengecekan ke alamat tersebut, ditemukan sebuah 
sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru no pol B 6862 SNY dan 
selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka Heri Santosa. Heri 
Santosa mengaku sebagai pengemudi sepeda motor (pilot) dalam 
penembakan terhadap korban Nasrudin. Heri Santosa mengaku saat kejadian 
dia mengendarai kendaraan tersebut bersama-sama dengan Daniel yang 
melakukan penembakan sebanyak dua kali terhadap korban dari arah sisi 
kiri kendaraan BMW B 191 E warna silver di Jalan Hartono Raya 
Kompleks Modern Land, sekitar 900 meter dari lapangan Golf Modern 
Land Tangerang pada Sabtu, 14 Maret 2009 sekitar pukul 14.00 WIB, sesaat 
setelah korban selesai bermain golf. Dalam pemeriksaan, diperoleh 
keterangan bahwa Heri Santosa dan Daniel mendapatkan pesanan untuk 
melakukan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen dari Hendrikus Kia Walen.  
Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Hendrikus Kia Walen 
di Menteng Dalam Atas Jakarta Pusat. Rumah Hendrikus hanya berjarak 
sekitar 50 meter dari rumah Heri Santosa. Pengakuan Hendrikus, di lokasi 
penembakan saat itu adalah Heri Santosa (sebagai pilot), Daniel (sebagai 
eksekutor) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio warna biru, 
sementara Fransiskus Alias Ansidan sdr SEI (sebagai pengawas) dengan 
menggunakan kendaraan Avanza B 8870 NP. Hendrikus Kia Walen sebagai 
penerima dan pemberi order. Dari keterangan Hendrikus diketahui bahwa 
Hedrikus menerima uang sebesar Rp 400 juta dari Edo, dengan perincian: 
dibagikan ke masing-masing Heri Santoso Rp 70 juta, Daniel Rp 70 juta, 
Amsi Rp 30 juta, Sei Rp 20 juta, dan sisanya untuk Hendrikus serta biaya 
operasional sebesar Rp 100 juta. Dari hasil pemeriksaan terhadap Hendrikus 
diketahui bahwa senjata api yang digunakan jenis Revolver kaliber 38 
berikut peluru 6 butir yang masih ada di dalam silinder, dua sudah 
ditembakkan dan empat masih belum ditembakkan yang ditanam di halaman 
rumah di Tebet Jakarta Selatan. Selanjutnya senjata api itu disita dan 
dilakukan uji balistik Labfor Mabes Polri. Hasilnya, peluru itu identik 
dengan anak peluru yang ditemukan di tubuh Nasrudin.  
Dari pengakuan Hendrikus, diperoleh keterangan tentang keberadaan 
Fransiskus. Polisi akhirnya menangkap Fransiskus alias Amsi di Batu Ceper 
Kali Deres Jakarta Barat. Saat diperiksa, Amsi mendapat uang Rp 30 juta, 
kemudian Hendrikus memberi dana operasional kepada Fransiskus sebesar 
Rp 15 juta untuk membeli senjata api dan sebesar Rp 5 juta untuk menyewa 
kendaraan Avanza. Dari hasil peneriksaan Heri Santosa, dilakukan 
penangkapan terhadap Daniel (penembak/eksekutor) di Pelabuhan Tanjung 
Priok sewaktu pulang dari Flores dengan menggunakan kapal laut Silimau. 
Saat diperiksa, Daniel mengaku mendapatkan pesanan penembakan 
terhadap Nasrudin dengan mendapat imbalan uang Rp 70 juta. Kepada 
polisi, Hendrikus mendapat pesanan penembakan terhadap Nasrudin dari 
Eduardus Ndopo Mbete alias Edo. Kemudian polisi menangkap Edo di 
rumahnya di Jalan Jati Asih Bekasi. Edo mengakui dan membenarkan 
pengakuan Hendrikus. Kemudian dilakukan pendalaman terhadap Edo 
untuk mengetahui motif dan siapa yang menyuruh Edo untuk melakukan 
penembakan terhadap Nasrudin.  
Saat diperiksa, Edo mengaku mendapat perintah untuk membunuh 
korban dari Wiliardi Wizar (Kombes Polisi). Edo bisa bertemu Wiliardi atas 
prakarsa Jerry. Sebelumnya Wiliardi meminta Jerry untuk mencari orang 
yang dapat melakukan pembunuhan terhadap Nasrudin. Untuk itu, Jerry 
kemudian mengatur pertemuan Wiliardi dengan Edo di Halai Bowling 
Ancol. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Jerry di Perumahan 
Permata Buana Jakarta Barat. Jerry mengaku bahwa Wiliardi bertemu 
dirinya di Halai Bowling Ancol untuk mencari orang yang dapat melakukan 
pembunuhan terhadap Nasrudin. Saat itu, dia mempertemukan Wiliardi 
dengan Edo. Saat itu, Edo dijanjikan imbalan Rp 500 juta. Pada pertemuan 
itu, diserahkan foto korban dan foto mobil yang biasa digunakan korban 
kepada Edo. 
Kepada polisi, Edo mengaku menerima uang sebesar Rp 500 juta 
dari Wiliardi di lapangan parkir Citos (Cilandak Town Square) Jakarta 
Selatan. Berdasarkan keterangan Edo dan Jerry, selanjutnya dilakukan 
penangkapan terhadap Wiliardi Wizar di Taman Ubud Lippo Karawaci 
Tangerang.  Dari pemeriksaan Wiliardi, diperoleh keterangan bahwa uang 
yang diserahkan kepada Edo berasal dari Sigid Haryo Wibisono dan atas 
sepengetahuan Antasari. Sebab, saat Sigid memberikan Rp 500 juta kepada 
Wiliardi, Sigid menelepon Antasari untuk mengkonfirmasi penyerahan uang 
tersebut sebagai biaya operasional di lapangan. Maka pada hari Selasa 28 
April 2009, polisi menangkap Sigid di Jalan Pati Unus 35 Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan.  
Dari hasil pemeriksaan Wiliardi dan Sigid diperoleh keterangan 
bahwa yang mempunyai keinginan untuk menghilangkan nyawa Nasrudin 
adalah Antasari Azhar. Sebab, Nasrudin sering meneror dan memeras 
Antasari dengan ancaman akan membongkar perselingkuhan Antasari 
dengan istri siri Nasrudin bernama Rani yang terjadi Hotel Grand Mahakam 
Kebayoran Baru Jaksel sekitar bulan Mei 2008. Karena ancaman tersebut 
dirasakan sudah sangat mengganggu baik diri pribadi maupun istri dari 
Antasari, Menyusul penolakan Antasari terhadap permintaan Nasrudin agar 
ketua KPK itu ikut membantu korban untuk proyek di Kendari, Sulawesi 
Tenggara. Korban juga meminta Antasari membantu seorang kerabatnya 
agar bisa diterima bekerja di KPK. Karena tidak satupun permintaannya 
dipenuhi, korban Nasarudin Zulkarnaen mengancam akan melaporkan 
perbuatan terdakwa kepada ketua DPR, presiden dan membeberkan ke 
media massa. Antasari yang khawatir dengan adanya ancaman Nasrudin, 
lalu menghubungi Sigid Haryo untuk dicarikan pemecahan masalah, maka 
Sigid menghubungi Wiliardi untuk meminta bantuan pembunuhan terhadap 
Nasrudin. Selanjutnya, Sigid mempertemukan Antasari Azhar dengan 
Williardi. Pembacaan tuntutan juga menguraikan sejumlah fakta hukum, 
seperti rencana pertemuan Rani dengan terdakwa, termasuk membacakan 
kembali surat dakwaan. 
Menurut penuntut umum perbuatan yang dilakukan terdakwa 
memenuhi seluruh unsur dalam perbuatan berencana untuk menghabisi 
nyawa orang lain, Antasari berusaha menutupi aibnya dengan melakukan 
konspirasi kejahatan dan bekerjasama dengan terdakwa Wiliardi Wizard dan 
Sigit Haryo Wibisono untuk menghabisi nyawa Nasrudin. Setelah 
melancarkan aksi teror, para pelaku pembunuhan meminta uang operasional 
sebesar Rp 500 juta rupiah kepada Wiliardi, yang kemudian diteruskan 
kepada terdakwa Sigid Haryobisono. Uang tersebut kemudian terbukti 
digunakan para eksekutor untuk membunuh korban. 
Sebelumnya, Williardi menyerahkan sebuah amplop coklat yang 
berisi foto diri Nasrudin Zulkarnaen, Rani Juliani, mobil, alamat rumah dan 
kantor korban kepada para pelaksana di lapangan yang dikoordinir oleh Edo 
dan teman - temannya. Di awal pembacaan berkas tuntutan, jaksa 
mengatakan, penasihat hukum Antasari juga selalu mengaburkan fakta 
dalam persidangan, dengan membuat asumsi adanya rekayasa besar dalam 
kasus tersebut. 
Kejaksaan Agung perihal Antasari Azhar masuk tersangka dalam 
pelanggaran Pasal 340 KUHP 340 yang berbunyi : “Barang siapa dengan 
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau 
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua 
puluh tahun.”(Pasal 340 KUHP) 
Pada tanggal 4 Mei 2009, setelah hari pertama pemeriksaan sebagai 
saksi oleh Polda Metro Jaya, Antasari Azhar resmi menjadi tersangka 
pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, Direktur PT Rajawali Putra Banjaran. 
Berdasarkan keterangan yang cukup kemudian dilanjutkan pada 
pemeriksaan sebagai tersangka. Dari proses pemeriksaan tersagka – 
tersangka  telah diketahui bahwa Nasarudin terbunuh dikarenakan ditembak 
usai bermain golf. Hal tersebut lebih dikuatkan lagi oleh keterangan  saksi – 
saksi yang mengetahui dan berada di tempat kejadian perkara atas dasar 
informasi yang didapat oleh kepolisian. Dan dari hasil keterangan yang 
didapat kepolisian dari saksi – saksi, telah di tetapkan ada 5 (lima) orang 
sebagai pelaku atau eksekutor pembunuhan tersebut, dari hasil tersebut 
polisi juga sudah menetapkan kelima (5) tersangka yang memiliki peran 
masing – masing yaitu Daniel Daen Sabom alias Danil, Fransiscus Tadom 
Kerans alias Amsi, Heri Santoso Bin Rasja Ali Bagol, Hendrikus Kiawalen 
alias Hendrik dan Eduardus Ndopo Mbete alias Edo sebagai tersangka atau 
terdakwa dalam kasus pembunuhan Nasarudin Zulkarnain. Keima eksekutor 
kasus pembunuhan terhadap Nasarudin Syamsudin, Direktur PT Putra 
Rajawali Banjaran (PRB) disidang di PN Tangerang, Banten. Dan dalam 
pembuktian perkara pembunuhan Nasarudin Zulkarnain dalam sidang yang 
di gelar tersebut di peroleh  keterangan dari para tersangka atau terdakwa 
bahwa pembunhan tersebut telah terencana dan tersangka tersebut 
mempunyai peran masing – masing dalam melakukan aksi pembunuhanya 
terhadap Nasrudin Zulkarnain yaitu Daniel yang langsung menembak, 
Fransiskus bersama Hendrikus atau Edo mengendarai mini bus menghalangi 
laju kendaraan yang ditumpangi korban sedangkan Heri Santoso sebagai 
pengendara sepeda motor B-6199-BUP yang membonceng Daniel. Namun 
dalam proses persidangan yang di laksanakan di Pengadilan Negeri 
Tangerang Banten tersebut diwarnai dengan penolakan tersangka atau 
terdakwa  untuk memberikan kesaksian dan bersumpah di persidangan 
terhadap kasus pembunuhan Nasarudin Zulkarnain atas dasar pembelaan 
terhadap dirinya sendiri sebagai terdakwa yang di dasarkan pada asas non 
self incrimination. 
Penulis telah melakukan peniltian terhadap keabsahan penolakan 
terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah di persidangan atas dasar asas non 
self incrimination. Penulis mengambil kesimpulan bahwa keabsahan 
penolakan terdakwa untuk  menjadi saksi dan bersumpah di persidangan 
tidak sah , karena dalam faktanya di tolak oleh Pengadilan Negeri 
Tangerang Banten karena hal tersebut tidak tertera atau tercantum untuk 
dapat di sah kan dalam KUHAP, dan akhirnya Jaksa Penuntut Umum di 
Pengadilan Negeri Tangerang Banten tetap mengajukan terdakwa – 
terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa yang lain. 
Namun eksekutor pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Hendrikus Kia 
Walen, menolak bersaksi di sidang Wiliardi Wizar. Hendrikus merasa 
dizalimi karena banyak tim yang terlibat pembunuhan Nasrudin namun 
tidak disidang. “Kami meminta keadilan Majelis Hakim. Begitu banyak tim 
yang dilibatkan tetapi tidak semua dihadapkan ke pengadilan. Saya merasa 
dizalimi,” kata Hendrikus. Hal ini disampaikan dia saat memberikan 
kesaksian dalam sidang dengan terdakwa Wiliardi Wizar di Pengadilan 
Negeri (PN) Jakarta Selatan. Hendrik berpendapat yang telah dilakukannya 
adalah tugas negara. Saya menolak memberikan keterangan yang bisa 
mengancam jiwa saya,” kata Hendrik. Maka dia pun mencabut BAP (berkas 
acara perkaranya). 
Kepolisian membantah telah menekan Wiliardi Wizar dalam 
pembuatan BAP. Pihak kepolisian yaitu Hadiatmoko hanya mengkonfirmasi 
Wili apakah kenal dengan eksekutor Edo dan menyerahkan sesuatu pada 
seseorang di lapangan bowling Ancol. “Faktanya tidak seperti itu,” ujar 
Hadiatmoko dalam persidangan dengan terdakwa Antasari Azhar di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan Hadiatmoko 
menjawab pertanyaan hakim Herry Swantoro apakah selama penyidikan 
pihaknya menekan Wili, konfirmasi terhadap Wili dilakukan pada 28 April 
2009.  
Pada pukul 18.00 dia mendapat telepon dari Dirkrimum Polda Metro 
Jaya yang isinya adalah ada info yang segera ditindaklanjuti. “Pukul 21.00 
WIB seorang Wakil Dirkrimum Polda Metro dan Daniel menyerahkan foto 
Jerry dan Edo di mana sebelumnya saya sampaikan kepada Kapuspaminal 
(Kepala Pusat Pengamanan Internal) bahwa ada keterlibatan seorang 
perwira menengah Mabes Polri untuk segera dilakukan kroscek,” jelas 
Hadiatmoko. Wiliardi lalu sampai di Polda Metro pukul 22.00 WIB. “Terus 
saya tanya apa kenal dengan foto ini, dia bilang tidak. Saya tanya lagi 
apakah kenal dengan Saudara Edo, dia bilang tidak. Lantas saya tanyakan 
apakah Pak Wili menyerahkan sesuatu pada seseorang di lapangan bowling 
Ancol, dia bilang tidak. Saya bilang ya sudah berarti Pak Wili tidak terlibat. 
Wiliardi sebelumnya menyebut penahanan Antasari Azhar telah 
dikondisikan. Dia juga mengaku pejabat Polri (Irjen Hadiatmoko dan 
Kombes M Iriawan) telah mengarahkan agar dia membuat keterangan 
bahwa Antasari terlibat dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. 
Selain Hadiatmoko, Iriawan Juga Bantah Tekan Wiliardi 
Kesaksian mengejutkan yang disampaikan oleh Wiliardi Wizar di 
persidangan pekan lalu kembali mendapat bantahan. Wiliardi Mohon 
Eksekutor Mau Bersaksi, tidak hanya Heri Santoso, Daniel Daen Sabon dan 
Hendrikus Kia Walen juga menolak menjadi saksi bagi Kombes Pol 
Wiliardi Wizar. Alasannya sama, mereka mengaku tidak pernah diperiksa 
sebagai saksi bagi Wiliardi. Dalam persidangan yang menghadirkan Daniel, 
hakim Arta Theresia sempat sedikit emosi karena Daniel enggan bersaksi 
dan memberikan jawaban tidak jelas dan serba terputus-putus walaupun 
dalam persidangan itu JPU memperlihatkan barang bukti antara lain pistol 
revolver, beberapa butir peluru. Namun kembali Daniel menolak bersaksi. 
Uniknya, saat Daniel hendak keluar majelis hakim menolak 
bersalaman. Mereka hanya mengangguk pada Daniel. Saat dimintai 
tanggapannya, Wiliardi pun meminta agar para eksekutor ini mau 
memberikan kesaksiannya. Namun Hendrikus yang hadir, tetap menolak 
memberikan keterangan. “Aku menolak bersaksi, Yang Mulia Majelis 
Hakim,” ujar pria asal Flores ini kareana merasa terancam, Heri Santoso 
Tolak Bersaksi Bagi Wiliardi Eksekutor pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, 
Heri Santoso, juga menolak bersaksi untuk Wiliardi Wizar. Heri mengaku 
tidak pernah diperiksa sebagai saksi untuk Wiliardi. Heri juga menolak 
bersaksi karena takut keselamatan diri dan keluarganya terancam. 
Heri tetap menolak memberikan keterangan. Dirinya merasa BAP 
yang dibacakan bukan BAP sebagai saksi bagi Wiliardi, dan meminta agar 
BAP dicabut. Yang masalah 3 Eksekutor Tolak Bersaksi3 Eksekutor 
pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen menolak bersaksi untuk terdakwa 
Kombes Pol Wiliardi Wizar. Alasannya, mereka tidak pernah menjalani 
berita acara pemeriksaan untuk menjadi saksi. Namun penolakan mereka 
dinilai tidak berpengaruh dalam kelanjutan sidang Wiliardi, memang para 
eksekutor ini tidak pernah membuat berita acara pemeriksaan untuk menjadi 
saksi bagi Wiliardi. Namun mereka telah menjalani BAP kasus pembunuhan 
Nasrudin yang nantinya pengakuan mereka tetap akan diserahkan pada surat 
tuntutan.   
Eduardus Ndopo Mbete, Hendrikus Kia Walen, Fransiskus Tadon 
Kerans, dan Heri Santoso diminta menjadi saksi bagi Daniel. Mereka 
beralasan, status mereka sebagai sesama terdakwa secara moral berat untuk 
memberikan kesaksian kepada terdakwa lainnya. Selain itu mereka juga 
mencabut keterangan dalam BAP dengan alasan saat memberikan 
keterangan itu mereka berada dalam tekanan penyidik. 
Di dalam hukum acara pidana Belanda, kepada tersangka atau 
terdakwa memiliki hak yang dijamin dan dilindungi sedemikian rupa 
sehingga jika penyidik memaksa keterangan dari tersangka atau terdakwa, 
maka tersangka atau terdakwa diberikan hak untuk mengajukan ”review” 
kepada ”examining judges” untuk memeriksa kebenaran ”review” dari 
tersangka atau terdakwa yang lain. Kita apresiasi tim perancang RUU 
KUHAP (2007), di bawah pimpinan Prof. Andi Hamzah, yang telah 
memasukan ketentuan mengenai ”hakim komisaris” atau semacam 
”examining judges” di dalam sistem hukum acara pidana Belanda, yang 
bertugas mengawasi dan memeriksa penyalahgunaan wewenang (abuse of 
power) penyidik dalam menjalankan tugasnya. 
Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada 
putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya(praduga tak bersalah) 
sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil 
maupun sisi materiel, karena hak ini tidak termasuk ”non-derogable rights” 
seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum 
yang berlaku surut(non-retroaktif).Bahkan UUD 1945 dan Perubahannya, 
sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah ; asas ini hanya dimuat 
dalam Pasal 8 UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan 
di dalam Penjelasan Umum UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. 
Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman (2004), dan 
Penjelasan Umum KUHAP,adalah: ”Setiap orang yang disangka, ditangkap, 
ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap 
tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. 
Ketentuan – ketentuan menjadi saksi yang di atur dalam KUHAP 
adalah Pasal 1 ayat (26) saksi adalah orang yang dapat memberikn 
keterangan guna keperluan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang 
suatu perkara pidana yang ia dengar , ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 
a. Pasal 1 ayat (27)  keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar sendiri , ia lihat sendiri dan ia alami 
sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuanya itu. 
b. Selanjutnya terdakwa yang menjadi saksi harus bersumpah seperti yang 
di atur dalam pasal 160 ayat (3) yaitu sebelum memberi keterangan saksi 
wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing – 
masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan 
tidak lain daripada yang sebenarnya. 
c. Pasal 161 ayat KUHAP  
1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk 
bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (3) 
dab ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang 
ia dengan surat penetapan hakim ketua siding dapat dikenakan 
sandra di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas 
hari. 
2) Dalam hal tenggang waktu penyandraan tersebut telah lampau dan 
saksi atau ahli tetap tidak mau di sumpah atau mengucapkan janji, 
maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang 
dapat menguatkan keyakinan hakim. 
d. Pasal 174  
1) Apabila keterangan saksi di siding disangka palsu, hakim ketua 
siding memperingatkan dengan sungguh – sungguh kepadanya 
supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan 
mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya 
apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. 
2) Apabila saksi tetap pada keteranganya itu, hakim ketua sidang 
karena jabatanya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa 
dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk 
selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. 
3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera di buat berita acara 
pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan 
menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah 
palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua 
sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum 
untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang _ Undang ini. 
4) Jika perlu ketua hakim sidang menangguhkan sidang dalam perkara 
semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu 
selesai. 
Dasar hukum keabsahan penolakan terdakwa untuk bersaksi dan 
bersumpah. 
1) Dalam hukum penolakan terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah yang 
terdapat dalam KUHAP yaitu terdapat dalam pasal 168, kecuali 
ditentukan lain dalam undang – undang ini, maka tidak dapat didengar 
keteranganya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :  
a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 
bawah sampai derajat ke tiga dari terdakwa atau yang bersama – 
sama sebagai terdakwa. 
b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama – sama sebagai terdakwa, 
saudar ibu atau saudara bapak, atau juga mereka yang mempunyai 
hubungan karena perkawinan dari anak – anak saudara terdakwa 
sampai derajat ketiga. 
c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang 
bersam – sama sebagai terdakwa. 
d. Pada pasal 163 huruf c kalimat tersebut yang menyatakan “ atau 
yang bersama sebagai terdakwa ” sehingga apabila terdakwa satu 
di jadikan saksi bagi terdakwa yang lain maka dapat menolaknya 
dengan alasan hukum yang jelas. 
2) Pasal 52 KUHAP  
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka 
atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada 
penyidik atau hakim. 
a. Makna dari memberikan keterangan secara bebas berarti 
memberikan keterangan tanpa paksaan baik yang bersifat phisik 
maupun psikis. 
3) Pasal 175 KUHAP 
Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab, 
pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang 
menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan 
dilanjutkan. 
Berdasarkan pasal 175 KUHAP maka terdakwa berhak untuk tidak 
menjawab, sehingga dalam pasal itu dihubungkan dengan pasal 52 
KUHAP maka terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas 
kepada hakim dan kebebasan terdakwa dalam menjawab dan tidak 
menjawab itu tidak dilarang oleh Undang – Undang. 
Undang – Undang hanya mengatur apabila terdakwa tidak mau 
menjawab, hakim ketua sidang hanya mempunyai wewenang untuk 
menganjurkan agar terdakwa menjawab karena bersifat anjuran maka 
hal tersebut diserahkan kepada terdakwa, hakim tidak mempunyai hak 
untuk memaksa agar terdakwa menjawab pertanyaan. 
 
B. PEMBAHASAN 
Dalam perkara pembunuhan terhadap Nasarudin Zulkarnain yang di 
sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdapat 5 (lima) terdakwa, 
yaitu antara lain adalah Antasari Azhar sebagai terdakwa I, Edo sebagai 
terdakwa II, Daniel sabagai terdakwa III, Fransiskus sebagai terdakwa IV,dan 
Hari Santoso sebagai terdakwa V. 
Dalam pembuktian perkara pembunuhan terhadap Nasarudin 
Zulkarnain, Jaksa Penuntut Umum di pengadilan telah mengajukan terdakwa 
– terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lain. Dan ketentuan -  ketentuan 
menjadi saksi pun telah di atur dalam KUHAP, yaitu seperti dalam Pasal 1 
ayat (26) yang menerangkan bahwa saksi adalah orang yang dapat 
memberikan keterangan guna keperluan penyidikan, penuntutan dan 
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri, dan pasal pasal 1 ayat (27) yang juga menerangkan bahwa saksi 
adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari 
saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuanya itu, selanjutnya 
terdakwa yang menjadi saksi harus bersumpah seperti yang di atur dalam 
pasal 160 ayat (3) yaitu sebelum memberi keterangan saksi wajib 
mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing – masing 
bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain 
daripada yang sebenarnya, dan juga dalam pasal 161 dan pasal 174 KUHAP. 
Dasar hukum keabsahan penolakan terdakwa untuk bersaksi dan 
bersumpah terdapat dalam KUHAP yaitu terdapat dalam pasal 168, kecuali 
ditentukan lain dalam undang – undang ini, maka tidak dapat didengar  
keteranganya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, hal tersebut juga 
diatur dalam pasal 52 KUHAP dan pasal 175 KUHAP, berdasarkan pasal 
157 KUHAP maka terdakwa berhak untuk tidak menjawab, sehingga dalam 
pasal itu dihubungkan dengan pasal 52 KUHAP maka terdakwa berhak 
memberikan keterangan secara bebas kepada hakim dan kebebasan 
terdakwa dalam menjawab dan tidak menjawab itu tidak dilarang oleh 
undang – undang. 
Undang – undang hanya mengatur apabila terdakwa tidak mau 
menjawab, hakim ketua sidang hanya mempunyai wewenang untuk 
menganjurkan agar terdakwa menjawab karena bersifat anjuran maka hal 
tersebut diserahkan kepada terdakwa, hakim tidak mempunyai hak untuk 
memaksa agar terdakwa menjawab pertanyaan. 
 
C. PENOLAKAN TERDAKWA UNTUK BERSAKSI DAN BERSUMPAH 
DI PERSIDANGAN KAITANNYA DALAM MEWUJUDKAN ASAS 
NON SELF INCRIMINATION 
Sebagaimana analisis penulis pada pembahasan pertama diatas bahwa 
keabsahan penolakan terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah di persidangan 
tidak sah karena tidak sesuai dengan isi KUHAP yang menerangkan 
ketentuan – ketentuan menjadi saksi yaitu seperti dalam Pasal 1 ayat (26) 
yang menerangkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan 
keterangan guna keperluan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang 
suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dan 
pasal pasal 1 ayat (27) yang juga menerangkan bahwa saksi adalah salah satu 
alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai 
suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 
dengan menyebut alasan dan pengetahuanya itu, selanjutnya terdakwa yang 
menjadi saksi harus bersumpah seperti yang di atur dalam pasal 160 ayat (3) 
yaitu sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji 
menurut cara agamanya masing – masing bahwa ia akan memberikan 
keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan juga 
dalam pasal 161 dan pasal 174 KUHAP. 
Penolakan terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah di persidangan bagi 
terdakwa lain didalam masyarakat sering disebut sebagai saksi mahkota 
walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi 
mahkota (kroon getuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi 
mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah 
seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan 
perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan 
mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi  yang berstatus 
terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap 
perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila 
perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang 
pernah dilakukan. Disini yang dimaksud dengan saksi mahkota adalah 
kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan. 
Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur 
dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP, yang pada pokoknya 
menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat 
didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai 
saksi.Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka rekognisi tentang saksi 
mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 
Maret 1990. 
Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 
tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila jaksa 
penuntut umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat 
bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk 
dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. 
Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi 
tentang saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana 
bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan 
penuntut umum, yang perkara diantaranya dipisah  karena kurangnya alat 
bukti.  
Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai 
alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu., 
yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan 
terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan 
mekanisme pemisahan (splitsing), serta apabila dalam perkara pidana 
bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya 
keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas 
dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana.  
Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara 
pidana pembunuhan Nasarudin Zulkarnaen ini maka tentunya akan 
menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Munculnya alasan untuk 
memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi 
diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi 
penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti di persidangan. Namun disisi 
lain hal ini melanggar bagi individu yaitu tersangka atau terdakwa yang hak-
hak nya diatur dalam pasal 168 KUHAP telah dilanggar yaitu hak untuk 
tidak mempersalahkan dirinya sendiri (non self incrimination). 
Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota 
merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan 
yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran 
terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP 
sebagai instrumen hukum nasional dan International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) tahun 1996 sebagai instrumen hak asasi manusia 
internasional. Dalam kaitannya dengan penilaian implementasi prinsip-
prinsip fair trial maka ICCPR digunakan sebagai instrumen acuan.   Adapun 
bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut : 
Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa,. 
Oleh karena itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk 
diam(menolak untuk bersaksi di persidangan) atau bahkan hak absolut untuk 
memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal ini 
merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak 
diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan 
keterangannya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 66 KUHAP dijelaskan 
bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun sebaliknya 
bahwa beban pembuktian untuk membuktikan keslahan terdakwa terletak 
pada pihak jaksa penuntut umum ;  
Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk 
bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya 
dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai 
saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan 
secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. 
Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut maka 
terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak 
pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 
KUHPidana. Adanya keterikatan dengan sumpah tersebut maka tentunya 
akan menimbulkan tekanan psikologis bagi terdakwa karena terdakwa tidak 
dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk berbohong. Oleh karena itu, 
pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota tersebut 
disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan menggunakan kekerasan 
in casu kekerasan psikis ;  
Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam 
perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya 
keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat 
digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan 
dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP ;  
Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung 
memiliki pendapat terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu 
perkara pidana dalam hal mana dijelaskan bahwa  penggunaan saksi 
mahkota adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1174 
K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995, Yurisprudensi 
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 
Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 ; 
Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai 
saksi mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan 
untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila 
terdakwa berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas non 
self incrimination.  
Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebut 
bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun . Selain itu, 
diamnya tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk 
menyatakan kesalahannya. 
Dengan demikian, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti 
dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang kembali karena bertentangan dan 
melanggar kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP 
sebagai instrumen hukum nasional sebagai isntrumen hak asasi manusia 
internasional yang juga merupakan sumber acuan terhadap implementasi 


























Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan 
hukum ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  
4) Keabsahan terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah di persidangan 
didasarkan pada dasar hokum pada pasal 168 KUHAP yang memberikan 
hak kepada terdakwa yang bersam – sama sebagai terdakwa untuk menjadi 
saksi pasal 52 KUHAP yang memberikan kepada terdakwa untuk 
memberikan keterangan secara bebas . 
Pasal 175 KUHAP yang memberika hak  kepada terdakwa untuk tidak 
menjawab atau  menolak untuk menjawab. 
5) Penolakan terdakwa untuk bersaksi dan bersumpah dipersidangan kaitanya 
dalam mewujudkan asas non self incrimination didasarkan pada pasal 175 
KUHAP dan pasal 52 KUHAP yang memberikan hak kepada terdakwa 
untuk memberikan keterangan secara bebas dan berhak untuk tidak 
menjawab atau menolak menjawab. Dengan hak itu akan diwujudkan asas 
non self incrimination, terdakwa tidak bias membuktikan kesalahanya 




Dari isi penelitian dan pembahasan diatas, penulis akan memberikan 
saran terkait dengan penelitian hokum ini. Saran-saran tersebut antara lain : 
Berdasarkan beberapa hasil kesimpulan sebagaimana yang telah dikemukakan 
oleh penulis, maka selanjutnya dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu 
ditinjau ulang karena bertentangan dengan esensi hak asasi manusia, 
khususnya hak asasi terdakwa.  
2. Untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip fair trial maka perlu 
dicari suatu solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi 
mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan public dan asas non self 
incrimination bagi terdakwa sehingga tidak adanya penyimpangan atau 
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